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SUMMARY

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI

DALAM RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2007 – 2008
KE PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 5 – 8 MEI 2008
Yth. Saudara Pimpinan Komisi I DPR RI

Yth. Saudara Anggota Komisi I DPR RI

Assalammu’alaikum Wr. Wb

Salam sejahtera untuk kita semua,

           Sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 66A/PIMP/I/2007-2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Penugasan Kepada Anggota Komisi I Sampai Dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Melakukan Kunjungan Kerja Kelompok Dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2007-2008. Komisi I DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Timur tanggal 5 s/d 8 Mei 2008 dengan komposisi keanggotaan terdiri dari 19 (sembilan belas) orang Anggota Komisi I yang dipimpin oleh Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, M.Si. dan didukung oleh: 2 (dua) orang Staf Sekretariat Komisi I, 1 (satu) Tenaga Ahli Komisi I dan 1 (satu) orang staf Pemberitaan DPR RI.

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Jawa Timur dilaksanakan dalam rangka mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan di Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI yaitu permasalahan di bidang pertahanan, luar negeri, dan komunikasi informasi. 

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI.
         Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Tim mengadakan pertemuan dan kunjungan lapangan ke mitra kerja Komisi I DPR RI, antara lain Pertemuan dengan Danlanud Iswahjudi dan Peninjauan Landasan Udara Iswahjudi Madiun, Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur beserta seluruh Muspida Provinsi Jawa Timur, Pimpinan DPRD, Pertemuan dengan Pangdam V/Brawijaya, Pertemuan dengan Kaposwil BIN, Pertemuan dengan Kapolda Jawa Timur, Pertemuan dengan Mako armaritim Wilayah Indonesia Timur, Pertemuan dengan Makodikal Jawa Timur, Pertemuan dengan Pimpinan PT PAL,  Pertemuan dengan Kepala Stasiun TVRI Jawa Timur, Kepala Stasiun RRI Jawa Timur, Kepala Kantor PT Telkom Jawa Timur, Kepala Kantor PT Pos Indonesia Jawa Timur, Kepala Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit Jawa Timur, Pimpinan Operator Telekomunkasi di Jawa Timur (PT Telkomsel, PT Indosat, PT Excelcomindo Pratama, PT Natrindo Telepon Seluler, PT. Bakrie Telecom dan Para Operator Seluler berbasis GSM dan CDMA lainnya yang berada di wilayah operasi Jawa Timur, dan pertemuan dengan Pusdikhanudnas Jawa Timur.
Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI

Dari hasil kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, beberapa hal yang dapat dilaporkan Tim mengenai keadaan Provinsi Jawa Timur saat ini, antara lain :

UMUM

Jawa Timur adalah sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di timur Pulau Jawa. Luas wilayah meliputi sebagai berikut:  Wilayah Daratan 47.086,03 Km2. Luas Wilayah Perairan 110.000 Km2, Jumlah Pulau 169 buah. Jumlah penduduk sebanyak 36.086.991 orang, Angkatan kerja sebanyak 18.206.559 orang. Instansi Pemda yaitu: 9 Pemkot, 29 Kabupaten, 647 Kecamatan, 7.695 Desa dan 862 Kelurahan. Satkowil: 4 Korem, 33 Kodim, 677 Koramil dan 7.691 Babinsa. Kodam V Brawijaya terdiri atas: Jumlah Pulau sebanyak 169 Pulau dengan yaitu Korem 081 yang meliputi binaan wilayah 17 Pulau (tidak berpenghuni), Korem 083 = 24 Pulau (22 Pulau tidak berpenghuni) dan Korem 084 = 128 pulau (80 pulau tidak berpenghuni).
I.  DEPARTEMEN PERTAHANAN

A. TNI AD

a. Posisi dan Kondisi KODAM V/BRAWIJAYA

Tugas Pokok yaitu menegakkan, mempertahankan keutuhan dan kedaulatan wilayah darat, membina kesiapan satuan, serta menyusun dan mendayagunakan segala potensi SDM, SDA dan SDB untuk menangkal, menindak dan mengusir segala bentuk ancaman bersenjata serta mampu menyelenggarakan perang berlarut secara semesta dan berdiri sendiri di wilayah Jatim dalam rangka tetap utuh dan tegaknya NKRI.

Kekuatan Personel Kodam V/Brawijaya yaitu: Militer sebanyak 29.188 orang, PNS 4.376 orang.

Pada saat ini Satuan Penugasan untuk:

1. OPS PAMTAS DI PAPUA yaitu Satgas Yonif 516/084 kuat 650 orang.yang akan direncanakan berangkat pada Minggu ketiga September 2008.

2. OPS PAM RAH RAWAN NAD (KONTINJENSI) yaitu Satgas Yonif 500/R KUAT 488 orang dan Satgas Yonif 512 KUAT 650 orang. 

3. OPS TMMD, DIM 0802, 0809, 0815, 0822, 0817 & 0b26, bertugas 21 Mei sd 10 Juni 2008.. TMMD ke 81, DIM 0805, 0810, 0811, 0818, 0824 & 0829 (TW III)

4. OPS PAM OBVIT TNI, GUDPUSMU II SARADAN (Yonif 521= 60 orang), PT PINDAD TUREN, YONIF 512 = 30 orang.

5. OPS PAM ALUTSISTA

b. Permasalahan:

1. Kondisi dan posisi Alutsista secara umum yaitu sbb: 

· MERIAM 105 HOW:  ketiadaan spare part, laras aur (terjadi penyimpangan sasaran, pabrik tempat senjata dibuat sudah tidak beroperasi lagi, 

· RAN TARIK MERIAM: sistem hidrolik rusak, mesin (piston) rusak, tidak ada spare part.

· SENJATA HANUD:  Peralatan kendali tembak rusak, power elektronik rusak, charger unit rusak, Azimuth motor tidak berfungsi, peralatan bogi bocor, alat pendingin laras tidak berfungsi. Tidak ada spare part.

· TANK AMZ-13/CANON: Kompas kopling habis, Pack manipol bocor, sistem pengapian tidak normal,  spare part tidak ada. 

· TANK AMX-13/CANON 105: shock breaker tidak berfungsi, Radiator air bocor, tidak ada spare part,
· TANK AMX-13/APC: Komando Ambulance & Logistik: Aliran Bahan bakar buntu, Sistem pengapian tidak normal, Dinamo rusak, Motor spart lemah dan spare part tidak ada.

· Tank amx-13/recovery: Radiator oli bocor, pompa mekanik rusak dan spare part tidak ada.

· SALADIN: Rasdiator bocor, karburator rusak, sistem pengapian tidak normal, hidrolik navigasi lemah dan spare part tidak ada.

· SARACEN: gardan rusak, sistem pengapian tidak normal, alkom tidak berfungsi, spare part tidak ada dan pabrik tidak memproduksi.

· PANHARD: Sistem pengapian tidak normal, Alokom tidak berfungsi, spare part tidak ada dan pabrik tidak memproduksi. 

2. Anggaran: Kekurangan anggaran terutama untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, perumahan dinas, kesehatan dan kegiatan olah raga. 
B. TNI AU

a. POSISI DAN KONDISI LANUD ISWAHYUDI

Lanud Iswahyudi merupakan salah satu pangkalan udara jajaran Koopsau II yang setiap saat diruntut untuk mampu memainkan perannya selaku satuan pelaksana operasi baik dalam melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OKM) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Selain itu tugas pokok seluruh satuan dalam jajarannya, serta menyelenggarakan pembinaan potensi kedirgantaraan. Sebagai pangkalan operasi Lanud Iswahyudi membawahi skadron-skadron udara tempur dalam jajarannya yaitu: Skadron Udara 3 pesawat tempur F-16 A/B. Skadron Udara 14 pesawat tempur F-5 E/F, dan Skadron Udara pesawat tempur Hawk MK-53. 

Kegiatan yang dilaksanakan Lanud Iswahyudi, yaitu sebagai berikut:

I. Operasi Militer untuk Perang, Lanud Iswahyudi melaksanakan kegiatan OMP melalui:


Skadron 14:

Permasalahan yang dihadapi Skadron 14 adalah: 

A.  Komponen Avionic dan Non Avionic: Komponen Avionic  yang paling mempengaruhi kesiapan diantaranya Control Display Unit (CDU), Video Casstte Recorder (VCR), Electronic Unit (EU), Radar Processor, Radar TX/RX. Kesaiapan radar hanya 1 type V-5 yang “S”, sedangkan V-3 nihil. Komponen Non Avionic yang mempengaruhi diataranya Battery, Generator, Brake Assy, dan Input Generator Spindle. Disamping itu Ground Support Equipment (GSE) dan Alkat.
B. Engine. Kesaiapan engine J-85 dalam rangka mendukung pelaksanaan Latihan Gabungan TNI dipengaruhi oleh kekurangan komponen antara lain AB Control, Turbine Rotor, Main Fuel Control dan T Nozzle Stage II.

C. Ground Support Equipment: Adanya beberapa ground support equipment yang rusak atau hanya 1 unit saja.

D. Tester. Masih adanya beberapa tester yang rusak atau hanya 1 ea saja yang dimiliki.

E. Special Tools: Minimnya special tools yang dimiliki oleh tiap-tiap shop/trade.

F. External Tank. Dari sejumlah external Tank (In Board Tank dan C/L Tank) yang ada , beberapa kondisinya unserviceable.

G. Armament. Beberapa komponen armament yang mempengaruhi kesiapan kegiatan latihan gabungan TNI antara lain Fwd dan Aft Wing Tip Launcher Power Supply, Dog Fight ICU dan Packing.

1. Skadron 15

Permasalahan Skadron Udara 15 yaitu: 1) Bidang Operasi: Alokasi jam terbang belum terpenuhi disebabkan karena kesaiapan pesawat yang sangat minim (2 pesawat). 2) Bidang Logistik: Untuk memcapai kesiapan 3 pesawat diperlukan dukungan module 5, 9 masing-masing 3 ea. Module 1,2,3,4,6,7, 8 dan FCU masing-masing sebanyak 2 ea.. 3) Komponen yang termasuk dalam suku cadang kritis belum mendapat prioritas dukungan. 4) Aden Gun Elect Tester Unit hanya berjumlah 1 ea (PN GAR 1313/18) perlu penambahan.5) Head Set electrical Cockpit (PN 8936) dan Cable MC/TEL (PN 17181-5) untuk mendukung pelaksnaan komunikasi pilot dengan ground crew saat Test Flight sudah rusak, diperlukan pengadaan baru sejumlah 3 ea. 6) Genset Hobart PN: Jet Exps 5498B-2 kondisi U/S perlu pengalokasian baru satu unit Genset mobile 28 volt DC/112 Volt AC guna mendukung Skadrow Move. 7) Publikasi banyak yang rusak dan jumlahnya sangat terbatas. 8) Untuk mendukung kegiatan operasi Skadron Udara 15, perlu pengadaan Radio UHF/VHF Fortable.
Fasilitas Menembak Air to Ground di AWR Pulung, perlu diadakan kajian karena penduduknya padat, dalam hal ini ada alternatif pemindahan daerah latihan penembakan ke Area Pacitan yang jauh dari pemukiman.

Panngon, Jumlah personel Organik Lanud Iswahyudi 1920 orang sedang Insub 1051 unit, kekurangan panggon 998 unit rumah..

II. Operasi Militer Selain Perang.

Di dalam operasi Militer selain perang peran Lanud Iswahyudi membantu masyarakat sekitar Lanud dalam menanggulangi bencana alam. Dalam hal ini Lanud Iswahyudi berkoordinasi denga instansi terkait dalam menanggulangi, mengevakuasi masyarakat dalam mengatasi bencana alam. 

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan OMSP (Bencana Alam) adalah keterbatasan peralatan yang dipunyai Lanud Iswahyudi, yaitu: LCR (Perahu karet); Pelampung Perorangan, Mesin Perahu Yamaha 40 PK, Senter dan Tali Tambang.

III. PUSHANUDNAS 

Bertugas melatih para perwira, tamtama dan bintara dalam bidang pertahanan udara Nasional. Mempunyai misi: Menyelenggarakan pendidikan khusus tentang sistem pertahanan udara sesuai dengan program pendidikan yang dicanangkan oleh MABES TNI AU yang berkemampuan HANUD dengan objek vital Nasional.

Menciptakan calon tenaga didik yang berkualifikasi khusus dengan pendidikan treatment khusus.

Permasalahan:

1. Kondisi Alutsista TNI sudah aus dan tua sehingga tidak dapat mendukung pada tingkat hasil didik siswa yang berkualifikasi tinggi. 

2. Kondisi fasilitas BIS 1, Zebra 1, Taruna 1 hanya mencapai 60%.

3. Gedung, peralatan dan buku di perpustakaan sudah tidak layak

4. Kendaraan dinas terbatas, perumahan Dinas kurang dibandingkan dengan jumlah personil yang ada

5. Kekurangan fasilitas olah raga, diharapkan dapat dibangun lapangan sepakbola yang multi fungsi untuk kegiatan lainnya.

C. TNI AL

POSISI DAN KONDISI KOMANDO ARMADA RI KAWASAN TIMUR
Koarmatim adalah Komando Utama Utama Pembinaan dan Operasi yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Laut dalam bidang pebinaan kemampuan dan kesiapan tempur serta berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI dalam bidang operasi atau penggunaan kekuatan. Koarmatim bertugas pokok membina kemampuan unsur-unsur kekuatan armada, membina potensi maritim memnjadi keukatan pertahannan kemanan negara di laut, melaksanakan operasi laut sehari-hari, operasi tempur laut untuk pengendalian laut dan proyeksi kekuatan ke darat lewat laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut. 
A.  Kegiatan Pokok Program Kekuatan Koarmatim TA 2008 yaitu memelihara material yang terdiri atas: 

Kekuatan nyata Koarmatim:
 Kapal terdiri dari 78 KRI dan 90 KAL. 

Pesawat terdiri dari 59 Pesud dengan rincian 41 Pesud fix wing dan 18 Pesud rotary wing. 

Jumlah Personel Koarmatim sampai dengan akhir April tahun 2008 sebanyak 20.396 orang terdiri dari personel militer sebanyak 18.489 (Perwira 2.967 orang, Bintara 8.462 orang, Tamtana 7.060 orang) dan PNS sebanyak 1.907 orang.

B.  Sasaran Pembinaan Kekuatan diarahkan pada:

1. Mengarahkan pembinaan kekuatan pada upaya mempertahankan struktur kekuatan melalui optimalisasi pemeliharaan dan perbaikan sesuai skala prioritas dengan sistem employment cycle (Operasi: Siap di pangkalan: Harkan). Beberapa KRI jenis Striking Force dengan employment cycle 33,3%, operasi: 33,3% siap di Pangkalan: 33,3% Harkan. Patrolling Force: 40% operasi: 30% siap di Pangkalan: 30%. Harkan dan unsur Supporting Force 60% operasi: 20% siap di Pangkalan: 20% Harkan.

2. Pembinaan Pesud difokuskan pada Pesud Patmar dan Angkut Taktis (fix wing dan rotary wing)

3. Pembinaan Pangkalan diarahkan untuk mempertahankan kemampuan dukungan operasional yang ada, pemantapan operasi keamanan laut terbatas serta meningkatkan kapabilitas pembinaan potensi maritim di daerah masing-masing.

C. Pemeliharaan Material

1. Pemeliharaan Gedung 33 kegiatan dengan rincian Mako  koarmatim 9 kgiatan,  Lantamal V 18 kegiatan, Lantamal VI nihil, Lantamal VII 3, Lantamal VIII nihil, Lantamal IX nihil dan Lantamal X 3 kegiatan
2. Pemeliharaan bangunan 13 kegiatan - kegiatan dengan rincian Mako Koarmatim nihil. Lantamal V 6, Lantamal  VI 2, Lantamal VII 2, Lantamal VIII nihil, Lantamal IX nihil dan Lantamal X 3 

3. Pemeliharaan Alutsista, meliputi:

· Pemeliharaan KRI terdiri dari 78 KRI Har Organik, 4 Harwat, 65 Harmen, 3 Har depo, 3 repowering lanjutan, 2 overhaul MPK lanjutan, 1 overhoul MPK.

· Terlaksananya docking rutin 2 tahunan sebanyak 2 KRI dan Docking darurat sebanyak 4 KRI

· Terlaksananya Pemeliharaan radar-radar navigasi KRI, toolkit, alat ukur Fasharkan dan KRI

· Terlaksananya rekondisi/ganti baru GPS Receiver KRI

· Terlaksananya perbaikan 10 unit KAL
· Terlaksananya pemeliharaan Pesud dengan rincian:

1. Proyeksi kekuatan Pesud disiapkan 42 Pesud dari 55 Pesud.

2. Pengadaan suku cadang guna mendukung Harla, Pesud Cassa, Nomad, BO-105, Bell-412, Bonanza, Tampico dan Tobago.

3. Pengajuan penghapusan Pesud terdiri dari 2 Nomad, 1 Cassa, 2 Bell dan 1 Bolkow, 1 Bonanza, 1 Buffalo.

4. Pemeliharaan Harian: 53 Pesud setiap Triwulan dan Harla 1 s.d. Harla IV sebanyak 22 kali.
D.  Pembinaan Kemampuan 

Pembinaan kemampuan ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan TNI AL yakni kemampuan intelijen maritim, kemampuan pertahanan, kemampuan keamanan serta kemampuan dukungan dalam rangka mencegah, menangkal dan meniadkan setiap ancaman aspek laut, termasuk gangguan keamanan di laut. 

Kemampuan Intelijen Maritim, diprioritaskan pada: 

· Peningkatan kegiatan MSC (Monitoring, Surveilance, Controlling) oleh Lantamal, Lanal, Posal, Lanudal terutama yang berada di wilayah rawan selektif serta ALKI II dan ALKI III dengan di dukung oleh pesawat udara patroli maritim dan unsur gelar KRI Koarmatim. 

· Meningkatkan kemampuan dalam bidang penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. 

Kemampuan Pertahanan. Diibina agar terpelihara kemampuan dasar, peperangan laut, yaitu peperangan permukaan, peperangan bawah permukaan, peperangan amfibi, peperangan elekronika dan peperangan khusus.

Kemampuan Keamanan: Dibina agar terwujud kemampuan Pangkalan yang dapat menjamin stabilitas keamanan dan tegaknya serta tertib hukum di laut yurisdiksi nasional yang menjadi tanggungjawab koarmatim

Kemampuan Dukungan. Dibina agar terwujud kemampuan Pangkalan yang dapat mendukung ketahanlamaan satuan-satuan operasional termasuk kemampuan K31 (Komando, Kendali, Komunikasi dan Informasi)

E. Permasalahan Koarmatim

Intelijen Maritim: 
1. Belum semua Pangkalan TNI AL memiliki alat/materaial khusus intelijen yang memadai dalam rangka mendukung dan melaksanakan operasi intelijen baik penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Hal ini berdampak terhadap pengawasan dan pengamatan dalam rangka pengamanan terhadap pulau-pulau terluar di wilayah Koarmatim.

2. Masih terjadi pelanggaran wilayah di perairan Sebatik dan perairan Ambalat oleh Kapal TLDM/Police Marine serta Pesud intai maritim Malaysia., walaupun sudah ada komitmen para pimpinan masing-masing negara untuk tidak melaksanakan pelanggaran wilayah.
3. Masih adanya penyelundupan bahan peledak dari Tawao Malaysia maupun pembuatan bahan peledak secara konvensioanl oleh nelayan yang digunakan untuk penangkapan ikan secara ilegal, sehingga menimbulkan dampak yang lebih luas karena tidak menutup kemungkinan bisa digunakan untuk kepentingan lain oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

4, Perkembangan situasi di daerah rawan konflik seperti Papua yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Karena minimnya anggaran meneyebabkan pelaksanaan operasi intelijen di daerah perbatasan yang rawan konflik yang seharusnya berjalan sepanjang tahun menjadi tidak terlaksana sehingga data yang diperlukan sangat kurang. Akibatnya up dating ADO pada daerah-daerah tersebut belum bisa terlaksana secara aktual termasuk karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Lanal ataupun Posal. 

Operasi Latihan:

1. Padatnya kegiatan operasi dan latihan serta protokoler, baik yang digelar oleh Mabes TNI maupun Mabes TNI AL dihadapan pada keterbatasan jumlah dan kondisi teknis unsur koarmatim mengakibatkan terjadinya jumlah pergantian unsur tugas pada suatu gelar operasi. Hal ini selain menyulitkan pertanggungjawaban anggaran, juga mengurangi optimalisasi operasi.

2. Usia pakai unsur dan tidak tersedianya on board spare mengakibatkan beberapa unsur harus melaksanakan perbaikan dalam jangka waktu cukup lama di Pangkalan operasi sehingga mengurangi prosentase kehadiran di laut.

3. Pola operasi di daerah rawan seperti di perbatasan RI-Malaysia dan RI-RDTL-Australia masih bersifat kematraan, disamping kurang efektif, juga tidak dapat dimanfaatkan untuk melatih Satuan-satuan operasi TNI dalam menggelar Operasi Gabungan

4. Minimnya ketersediaan dermaga di Pangkalan TNI AL di Wiltim sehingga memanfaatkan dermaga umum yang akan mempengaruhi aktivitas bongkar muat apabila sandar lama untuk melaksanakan proses bekal ulang BBM dan air tawar serta perbaina/penyempurnaan kondisi teknis.

5. Kebutuhan BBM KRI di daerah yang tidak dapat didukung norma penuh sangat mempengaruhi endurance unsur saat melaksanakan tugas operasi di sektor patroli yang telah ditentukan, sehingga gerakan unsur tidak efektif karena hanya cukup untuk bergerak dan penumpukan unsur di suatu Pangkalan.

6. Kelangkaan minyak pelumas (minyak lincir) di beberapa pangkalan Wiltim akhir-akhir ini, menyebabkan unsur harus meninggalkan daerah operasi untuk Bekul, sehingga terjadi kekosongan di daerah operasi dan penumpukan unsur di suatu Pangkalan.

7. Keterbatasan kemampuan Harkan Pangkalan dan tidak dapatnya melaksanakan bekal ulang BBM pada hari Minggu dan hari libur masih menjadi kendala operasionil unsur di daerah operasi, sehingga lamanya KRI sandar di suatu Pangkalan melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
Personel

1. Pengawakan organisasi Koarmatim belum memenuhi DSP 1995, secara umum baru dapat terawaki 82% (Perwira: 63%, Bintara: 101%, Tamtama: 87%, PNS: 53%) atau kekurangan personel sebanyak 4.422 orang/12% (DSP: 24.818/riil: 20.396)

2. Anggaran Jaldis rutin Koarmatim masih perlu penambahan
3. Biaya makan untuk desertir yang akan menjalankan hukuman kurungan di Masmil sesuai yang diputuskan oleh Mahmil sampai saat ini masih dibebankan kepada desrtir sehingga untuk pelaksanaannya mengalami kendala karena sesuai ST Kasal Nomor ST/228/2002 bagi prajurit yang dinyatakan desersi dan telah diusulkan BDTH ke Mabesal, gaji maupun hak-hal lainnya dihentikan. 

Logistik

1. Material: Menurunnya kondisi teknis Platform dan Sewaco KRI karena usia rata-rata KRI di atas 20 tahun, demikian pula dengan beberapa Pesud Nomad dan Heli BO. Terbatasnya sarana dan prasarana Patkamla/KAL di Lantamal/Lanal. Jumlah dan kondisi peralatan komunikasi yang tergelar belum memenuhi standar untuk  mendukung kegiatan operasi secara optimal. Kemampuan peralatan indera dini KRI dan Pesud Patmar, seperti Radar dan Sonar kondisinya menurun serta tidak ada pengadaan peralatan baru sehingga mempengaruhi kesiapan tempur,

2. Fasilitas dan Jasa: Dukungan pangkalan TNI AL di Kawasan Timur sebagian besar terbatas kemampuannya, khususnya dalam penyediaan fasilitas dermaga, aliran listrik/PLN, air tawar, bahan bakar dan minyak pelumas tertentu untuk mendukung kegiatan KRI dan Pesud.. Masil banyak permasalahan tanah TNI AL yang belum dapat diselesaikan secara tuntas karena kurangnya personel yang mengawasi di lapangan sehingga terjadi penyerobotan tanah TNI AL oleh pihak lain. Untuk penyelesaian satu permasalahan tanah TNI AL diperlukan dana yang relatif besar, seperti permaslahan tanah Grati Pasuruan. Untuk merelokasi penduduk diperlukan biaya sebesar Rp. 65 M dan untuk melepas tanah 695,31 Ha. Masih banyak tanah TNI AL yang belum bersertifikat disebabkan tanah TNI AL masih bermasalah/sengketa dengan pihak lain sehingga pihak BPN tidak mau memproses pembuatan sertifikatntnya. Pagu anggaran serifikat tanah TNI AL yang relatif kecil.
3. Randis di Mako Koarmatim dan Lantamal/Lanal sudah tua (rata-rata diatas 15 tahun) dihadapkan dengan tersedianya anggaran Har Ranmor yang minim dan tuntutan operasional yang tinggi menyebabkan nilai efisiensi dan nilai kelayakannya berkurang.

4. Pembangunan PLAT DBAL Surabaya sejumlah 9 Flat Ba/Ta telah siap huni dengan mengutamakan anggota luar kota atau kontrak sedangkan untuk Pama dan Pamen masih dalam pelaksanaan.

5. Pemelihataan dan Perbaikan: Keterbatasan anggaran menyebabkan kebutuhan suku cadang (spare part) tidak bisa terpenuhi secara maksimal sehingga menjadi kendala dalam pemeliharaan kondisi teknis Alutsista di jajaran Koarmatim. Sarana prasarana begkel mesin dan Sewaco sangat terbatas sehingga untuk memperbaiki peralatan atau pesawat yang membutuhkan peralatan khusus. Kerusakan-kerusakan yang dialami oleh unsur di daerah operasi belum dapat didukung sepenenuhnya oleh Fasharkan setempat.
Kebutuhan Saat ini
1. Perlu adanya penambahan dukungan anggaran untuk masa yang akan datang mengingat usia Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang semakin tua

2. Perlu adanya penambahan personel sesuai DSP tahun 1995 dengan mempertimbangkan skala prioritas

3. Perlunya penambahan anggaran untuk meningkatkan kemampuan Pangkalan dalam menyelenggarakan dukungan kepada unsur-unsur operasional serta penambahan alokasi Jaldis rutin dan Jaldis mutasi Koarmatim TA 2008 khususnya untuk Lantamah/Lanal/Lanuda/Fashankan/Posal.

4. Perlu adanya peningkatan tunjangan kesejahteraan bagi prajurit, terutama yang melaksanakan operasi di daerah terpencil (pulau-pulau terluar)

F. KOBANGDIKAL

UMUM
Kobangdikal sebagai salah satu Kotama Pembinaan bertugas menyelenggarakan pendidikan formal guna menyiapkan sumberdaya manusia TNI AL untuk pengawakan organisasi dan alat utama sistem senjata (Alutsista). Pendidikan yang dilaksanakan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Alutsista serta tuntutan tugas yang terumuskan dalam kurikulum pendidikan, guna membentuk dan mengembangkan jiwa juang, semangat pengabdian, kemahiran dan keterampilan profesi serta kesamaptaan jasmani sesuai standar kompetensi dan kualifikasi personel yang diharapkan. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tahun anggaran 2008 kegiatan pembinaan dan operasi pendidikan dilaksanakan sesuai Rencana Pendidikan (Rendik) TNI AL tahun Anggaran 2008. Dalam hal itu guna mengimplementasikan kebijakan strategis Kasal dalam mewujudkan postur TNI AL sampai dengan tahun 2004, pengembangan Kobangdikal perlu disiapkan dengan peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan.
Tugas Pokok Kobangdikal
Melaksanakan pendidikan formal TNI AL, yang meliputi pendidikan pertama, pembentukan, pengembangan, spesialisasi, Ilpengtek, peralihan dan pendidikan non formal yang dibutuhkan, serta penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan doktrin operasi laut tingkat taktik, pengkajian dan pengembangan oporasi amfibi aspek darat, serta pengkajian dan pengembangan dukungan umum operasi laut di lingkungan TNI AL. 

Permasalahan 

Komponen Pendidikan serta Fasilitas dan Dukungan:

1. Kurikulum Pendidikan: Penyusunan Kurdik berdasarkan ISD belum sepenuhnya dapat dilaksanakan disebabkan beberapa hal yaitu: Sumberdaya manusia di Lamdik TNI AL belum menguasai metode tersebut secara keseluruhan. Untuk menyusun Kurdik berdasarkan ISD perlu waktu yang lama kurang lebih 5 bulan untuk 1 Periodik, tenaga dan biaya yang tersedia belum cukup memdai. Dinamika di satuan pengguna menyebabkan perubahan pada tuntutan kompetensi sehingga berdampak pada perubahan Kurdik, namum Lemdik telah merevisi Kurdik dengan menggunakan Kurdik sementara. Kendala yang timbul adalah untuk mengesyahkan Kurdik sementara dengan keputusan Kasal memerlukan waktu yang sangat lama.

2. Paket Instruksi (PI) yang disusun belum optimal disebabkan faktor-faktor sbb: Belum semua Gadik dapat menyusun PI sesuai dengan ketentuan, disebabkan kesibukan atau masih kurangnya keahlian Gadik di bidangnya masing-masing. Penyusunan CD pembelajaran belum dapat dilaksanakan secara optimal sebagai kelengkapan PI. Kurdik yang cepat berubah, mengakibatkan jumlah Mapel dan Jampelnya berubah, sehingga PI yang sudah ada terkadang tidak dipakai lagi. Staf Personel di Depjian Pusdik/Departemen melaksanakan pekerjaan menyusun Buku II, Buku III, Perangkat Uji, Buku Tugas Siswa, Paket Lattek dan PI secara paralel bersamaan sehingga kendali mutu penyusunan PI kurang optimal
3. Tenaga Pendidik: Kendala di bidang Gadik yaitu: Jumlah Gadik sampai dengan saat ini masih kurang sehingga terdapat Gadik yang mengajar lebih dari standar ideal mengajar yaitu 3 Mapel pada 1 Period. Gadik yang berasal dari Satkel Operasional masih dibebani pekerjaan di satuannya, sehingga proses belajar mengajar di kelas belum optimal. Masih banyak Gadik yang belum mengikuti Sustekdik/Applied Approach (AA)/Pekerti dan belum adanya standar sertifikasi Gadik. Tunjangan Honorarium mengajar Gadik masih rendah yaitu untuk mengajar di Kobangdikal Strata Perwira Rp. 8.000/JP, Bintara Rp. 6.000/JP dan Tamtama Rp. 5.000/JP Sedangkan di AAL sebesar Rp. 18.000 untuk dosen dalam dan Rp. 25.000 untuk dosen luar.

4. Tenaga Kependidikan: Tenaga staf struktural yang belum dibekali sertifikasi sebagai tenaga kependidikan, Pelaksanaan manajemen pendidikan di Satker belum optimal.

5. Alat Instruksi (Alins) dan Alat Penolong Instruksi (Alongins): Adanya keterbatasan Alins dan Alongins untuk mendukung proses belajar mengajar sangat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pendidikan. Alins dan Alingins untuk Lattek kesenjataan tidak sesuai dengan kebutuhan instruksional disamping kondisinnya sudah rusak sehingga mempengaruhi pencapaian kompetensi siswa. Belum tersedianya Alins dan Alongins untuk mendukung program pendidikan kaderisasi calon pengawak kapal Korvet Klas Sigma. Dukungan kebutuhan amonisi untuk Lattek siswa sangat terbatas dan beberapa jenis amonisi tidak ada persediaan.

6. Metode Pengajaran. Penerapan metode e-learning memerlukan perangkat keras teknologi informatika, pada saat ini di Kobangdikal belum seluruhnya memiliki fasilitas/jaringan teknologi tersebut, guna pengembangan metode pengajaran.
7. Evaluasi dan Fasilitas: Untuk melaksanakan evaluasi proses belajar mengajar (PBM) masih dilaksanakan secara random/beberapa Prodik tertentu karena keterbatasan anggaran. Fasilitas Pendidikan, kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan seperti kelas, mess, sarana olah raga, tempat latihan siswa, laboratorium dan fasilitas pendidikan lainnya mengalami penurunan dihadapkan dengan kenikan jumlah peserta didik dari tahun ke tahu. 
8. Anggaran: Dukungan anggaran non Dikma belum mencukupi sesuai dengan norma indeks biaya operasi pendidikan sehingga penyelenggaraan pendidikan tidak optimal. Terbatasnya dukungan BBM mempengaruhi kelancaran kegiatan rutin dan operasi pendidikan (Lattek).

G. PT PAL

Kinerja PT PAL pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan order dan beban produksi untuk produk kapal didominasi pesanan luar negeri (produk ekspor)

2. Di bidang rekayasa umum, didominasi oleh berbagai manufakturing produk oil & gas dan power plant seiring tumbuhnya industri oil & gas dan power plan di dalam negeri.

3. Terjadinya cost over run yang cukup besar diakibatkan penyelesaian proyek-proyek kapal tidak mencapai target yang ditetapkan.

4. Belum terselesaikannya outstanding piutang PT PELNI sebesar Rp. 497,2 M

5. Tingginya beban bunga pinjaman yang ditanggung perusahaan mencapai sebesar Rp. 86,28 M.

Permasalahan:

1. Restktrukturisasi keuangan atas kewajiban perusahaan kepada Pemerintah (RDI dan sisa SLA)  dimana kewajiban pokok RDI sebesar Rp. 20 M dan sisa SLA sebesar Rp. 6,21 M diusulkan menjadi PMN, sedangkan bunga dan denda RDI diangsur setelah tahun ke 5

2. Persetujuan pengajuan modal kerja yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar USD 60 Juta digunakan untuk: Tambahan modal kerja sebesar USD 37 juta dan Peremajaan fasilitas produksi sebesar USD 23 juta.

3. Perlu adanya regulasi yang mendukung industri strategis meliputi ketenagakerjaan, perpajakan dan perbankan: Proteksi dilingkungan industri strategis tentang ketenagakerjaan, insentif perpajakan untuk pembelian barang di dalam negeri di lingkungan industri strategis dan Insentif bunga pinjaman di lingkungan industri strategis.

4. Diperlukan dukungan Pemerintah untuk merealisasikan program Kapal Korvet Nasional dan Overhaul Kapal Selam di PT PAL.
H. POSISI DAN KONDISI BIN

Permasalahan saat ini di JATIM adalah sbb:

1. Bidang Ekonomi: Rencana Pemerintah untuk menaikkan harga BBM akan berdampak pada peningkatan harga bahan pokok. Saat ini terdapat kelangkaan Mitan (Minyak Tanah). Permasalahan konversi Mitan (Pertamina Pusat yang menjadi acuan)

2. Bidang Sosial Budaya: Kerukunan antara Umat Beragama sampai dengan saat ini berada pada posisi dapat terkendali. Namum demikian kasus pertentangan antara kaum Sunni dan Syiah masih perlu diwaspadai. LDII vs Warga Jember, pendiirian rumah ibadah tidak sesuai dengan SKB. Adanya tuntutan 9 desa masuk pada peta terdampak LAPINDO. Sengketa tanah PT PN XII Malangsari. Kasus Alas Tiago yang dalam hal ini telah memasuki sidang di Pengadilan.  Tenaga Kerja menuntuk perbaikan  UMR, dalam hal ini ada tuntutan penolakan sumber tenaga kerja outsourching dan buruh kontrak. Masih adanya aliran sesat  dalam hal ini harus diselesaikan secara hukum dan setelah ada ketetapan hukum mala perlu adanya program pembinaan supaya tidak sesat lagi.
3. Bidang Kemanan: Beredarnya uang palsu dan Illegal Loging. Dalam hal ini akan dilakukan program intellijen untuk mengatasi masalah ini secara terpadu.  Gerakan Terorism tetap menjadi pemantauan yang terpadu karena Jatim disinyalir menjadi tempat persembunyian para teroris, dalam hal ini diadakan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan masyarakat sendiri untuk meningkatkan kewaspadaan. 

4. Peralatan yang dimiliki BIN khususnya dibidang peralatan intelelijen masih minim, karena anggaran yang terbatas.

II. DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Posisi dan Kondisi TELKOM, PT POS, Kantor Monitor & Orbit Satelit Frekuensi, dan para Operator Telekomunikasi Selular  JATIM

TELEKOMUNIKASI
Pada saat ini Coverage TELKOM untuk Telepon Tetap yaitu 500.000 pelanggan dan 1,500.000 orang pelanggan  Felxi. Termasuk didalamnya layanant internet. Adapun pelanggan Telkomsel sebanyak 4.000.000 orang dengan cakupan 600 kecamatan (seluruh kecamatan) telah terlayani. 

Pada saat ini TELKOM sedang mengembangkan bisnis multimedia (TV, Video dsb); akses internet gratis di tempat-tempat umum (public place). Membangun Broadband (pita lebar) yang dihubungkan dengan terminal komputer dan membangun warnet-warnet. 
Permasalahan yang dihadapi:

1. Pada saat ini adanya kendala tidak ada aliran listrik yang belum dapat mengcover kepulauan-kepulauan di sekitar Jawa Timur.

2. Tidak punya data statistik untuk daerah-daerah yang dilayani jasa telekomunikasi secara komprehensif

3. Frekuensi dan Orbit Satelit belum tertata secara terintegrasi.

4. Kerjasama pengelolaan Menara Telekomunikasi belum berjalan dengan lancar.

5. Perda mengenai redistribusi layanan telekomunikasi masih tumpang tindih dengan Peraturan Pemerintah Pusat. 

6. Ada 11 (sebelas) operator telekomunikasi seluler yang saat ini menjurus pada perang tarif yang akan mengganggu dan menyesatkan kepada para pengguna jasa telekomunikasi. 

RRI, TVRI dan KPI

Pelaksanaan mengenai Undang-Undang tentang penyiaran belum dapat terealisir dan masih membutuhkan waktu untuk pengenalannya.
Permasalahan RRI

1. Pengaturan Frekuensi membutuhkan penataan kembali agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya.

2. Mutu penyiatan belum maksimal sehingga dibutuhkan pedoman kinerja untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi.

3. Pimpinan RRI mengharapkan adanya pembentukan Departemen Pemsaran, yang berfungsi untuk memajukan citra RRI di masyarakat. 

4. Dibutuhkan UU baru yang mengatur Digitasl Frekuensi sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini.

5. RRI sulit dikembangkan cakupannya karena keterbatasan hak frekuensi. Dalam hal ini Kanalnya sudah dapat diatur.

Permasalahan TVRI

1. Pada saat ini TVRI JATIM belum dapat menjalankan operasi penyiaran penuh waktu, karena adanya keterbatasan anggaran. Saat ini Anggaran TVRI Jawa Timur mencapai Rp. 17,2 M, dimana sebesar Rp. 13,2 M untuk biaya  pegawai dan sisanya untuk kegiatan kantor. Pada saat ini TVRI Jatim baru bisa beroperasi 3 jam per hari. Alokasi biaya untuk program sebesar Rp. 360 juta/tahun hanya cukip untuk siaran 24 hari.

2. Adanya PP No. 35 yaitu Larangan Pendanaan  Non Pemerintah, dalam hal ini menyulitkan TVRI memcari sumber dana, apabila mengandalkan anggaran dari Pemerintah.

3. Masalah Sengketa Tanah yang saat ini ditempati TVRI belum ada penyelesaian secara tuntas., Luas areal yang ditempati TVRI yatu 3,4 Ha , satusnya sudah pada posisi banding di Pengadilan Tinggi, dalam hal ini TVRI Jatim memohon bantuan Komisi I DPR RI untuk mengatasi masalah ini.
Permasalahan KPID

1. Menata kemabali perizinan Lembaga Penyiaran (LP) yang saat ini masih carut marut. Pada saat ini ada 500 LP yang belum mempunyai izin. Sejumlah 299 LP yang sedang diproses izinnya. Telah dilakukan 3 Kali evauasi melalui dengar pendapat, dan 66 LP yang sudah dievaluasi.

2. Kesulitan dalam pengawasan isi siaran, dalam hal ini KPID sedang menyusun suatu program untuk mendorong masyarakat untuk bersedia dan mau mengadukan LP yang melanggar (Broadcast Monitoring System)

3. Pada saat ini KPID didukung pendanaannya oleh PEMDA JATIM untuk TA 2008 sebedar Rp. 2,5M. Dalam hal ini biaya izin penyiaran ditanggung oleh KPID

4. Jangkauan siaran sangat rendah sehingga tidak secara efektif sumberdaya dapat dialokasikan.

5. Pada saat ini adanya permasalahan keterbatasan kanal, karena lebar pita band sebanyak 43 kanal, hal ini tidak cukup, karena antusias masyarakat, diharapkan Komisi I DPR RI dapat membantu pengaturan melalui UU tentang migrasi frekuensi dari Analog ke Digital, hal ini akan dapat menampun LP yang ada.

PEMERINTAH DAERAH  JAWA TIMUR
Kondisi dan Posisi PEMDA JATIM:

1. Pada saat ini PEMDA JATIM masih berhadapan dengan maslah bencana LAPINDO (terutama penanggulanngan lumpur dan rusaknya insfrastruktur). 

2. Pemilu Daerah (PILKADA) berjalan lancar, kedewasan rakyat semakin matang, suatu akses rakyat dalam partisipasi politik berjalan dengan baik.

3. Tidak ada pulau terluar yang berhadapan langsung dengan Negara Tetangga.

MAPOLDA JATIM

Terorisme di Indonesia sangat potensial di Indonesia sejak tahun 2000. Bom mereka menggunakan TNT yang dirakit secara manual, klasifikasinya seperti Paket Bom.

Metode penanganan yaitu 

1. secara persuasif terhadap tokoh-tokoh potensial

2. Imunisasi massa.

3. Kerjasama intelijen dalam hal Lidik Teror melalui Join Counter Terorism.

4. Melakukan komunikasi dan pendekatan persuatsif terhadap masyarakat khususnya pesantren-pesantren mengenai perlakukan dan persepsi mereka terhadap negara TIMTENG (Palestina, Afganistan) dalam hal ini adanya solidaritas sempit
III. 
KESIMPULAN  & REKOMENDASI
A. 
BIDANG PERTAHANAN

1. Minimnya dukungan dana dan dukungan alat peralatan khusus ( alutsista, transportasi, dan komunikasi) menjadi kendala serius bagi Kodam V/Brawijaya dalam melakukan tugas dan fungsi intelijen, operasi satuan, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, keberhasilan tugas di bidang OMSP (Operasi Militer Selain Perang) mengingat kondisi geografis di wilayah Kodam V/Brawijaya dalam mendukung penanggulangan bencana alam dan pengamanan wilayah.
2. Tidak sinkronnya gelar satuan kewilayahan dengan perkembangan wilayah, minimnya sarana transportasi, jumlah senjata yang tidak mencukupi dan tidak layak kondisinya, pangkalan dan perumahan sangat tidak memadai merupakan dampak tidak sesuainya anggaran.
B. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1. Lemahnya daya pancar, kurangnya SDM yang kurang memadai dari segi jumlah dan mutu, studio yang tidak memadai, jauhnya letak kantor administratif dengan lokasi operasional produksi dan penyiaran, serta kurangnya peranan pemerintah dalam hal pendanaan adalah merupakan permasalahan krusial TVRI Jatim saat ini dan lima tahun ke depan.
2. RRI Jatim dihadapkan oleh kendala kondisi gedung kantor dan studio yang rusak, terdapatnya blank spot area, peralatan teknik yang sebagian besar sudah lewat masa aktif, kendaraan dinas yang kurang mendukung operasional dan SDM yang muda dan profesional.

3. Persaingan yang cukup ketat, munculnya produk substitusi dan keterbatasan investasi menjadi permasalahan utama yang dihadapi PT. Pos Jatim oleh karena itu PT.Pos berharap dimungkinkan pendirian kantor Pos di daerah-daerah pengembangan dengan investasi dari APBN dan membangun sinergi antara PT. Pos dan BUMN.
4. Dalam melaksanakan tugas pokok monitoring dan pengawasan, Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Jatim memiliki kendala-kendala antara lain sarana monitoring yang belum memadai dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap penggunaan frekuensi radio.

III.  
SARAN DAN REKOMENDASI 

1. Perlu perhatian serius terhadap kesiapan dan kemampuan Kodam V/ Brawijaya  dalam melaksanakan tugas pokok OMP (Operasi Militer Perang) maupun OMSP (Operasi Militer Selain Perang) dengan cara antara lain: penambahan gelar kekuatan satpur, satbanpur, satbanmin dan satter dalam struktur organisasi Kodam V/Brawijaya, perlu penambahan dan rematerialisasi alutsista (yang meliputi peralatan tempur seperti senjata organik, tank, meriam, mortir dsb, sarana angkutan untuk mobilitas pasukan, sarana komunikasi untuk kepentingan kodal pasukan), serta perlu peningkatan anggaran militer untuk kepentingan pembinaan latihan dan pemeliharaan kemampuan siaga operasi.

2. Menanggapi kondisi perumahan dan kesejahteraan Kodam V/Brawijaya,   Komisi I DPR diharapkan dapat memperjuangkan kepada Pemerintah agar segera direnovasi dan bagi para prajurit agar mendapatkan kesejahteraan yang layak dan sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku.
3. Dalam upaya memberikan informasi terhadap masyarakat, perlu ditingkatkan sarana dan prasarana TVRI dan RRI, termasuk pula dukungan anggaran operasional bagi pelaksanaan program-program siaran serta penambahan pemancar agar seluruh daerah dapat terjangkau siarannya. 
Demikian  Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Jawa Timur dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2007 – 2008. Kami harapkan hasil kunjungan kerja tersebut dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan di wilayah Indonesia.

Wassalammu’alaikum Wr. Wb.
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